
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR I TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN

?ENAGA KER"IA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat :

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksan akar, ketentuan Pasal 15 ayat

(21 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OL2

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan

Ritribusi Perpanjangan lzrn Memperkerjakan Tenaga

Kerja Asing, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Retribusi Perpanjangan lnn Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten I(arimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 39021 sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
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2OO8 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 53 Tahun 2OO8 tentang pembentukan

KabuBaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Nahrna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ?QOO Nomor L07, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2082
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOz

Nomor 1 I 1, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a237l6

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2791;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 1BO,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraflrran Pemndang-Undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang

Penrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2g

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

6.

7.
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Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Pera-hrran Pemenntah Nomor 97 Ta}:lut 2OL2 tentang

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

PerBaqiangat [zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2

Nomor 216l;

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 39);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimafia telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 20tt tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah

Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310);

Peratrrran Menteri Ketenagakerjaan Nomor L6 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015

Nomor 9641.

Dengan Persehrjuan Bersama

11.

DEWAN PERWAKII"AN RAI(YAT DAERAH

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSI(AN:

KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKER.IAKAN TENAGA KER.IA

ASING.

Menetapkan :
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

L,'Daef4h adalerh'Kabupaten N-atu-n_'a,

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Pa-erah scbagal unsur penyelenggara Pomennt&an
Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan

pemndang-undangan.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian iztn tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Retribusi Perpanjangan lzin Mempekedakan Tenaga

Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi

Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian

perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja

asing.

Tenaga Keda Asing yang selanjutnya disingkat dengan

TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan

maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya di

sebut Pemberi Kerja TI(A adalah badan hukum atau

8.

9.

10.

badan-badan lainnya yang

dengan membayar upah atau

lain.

Badan adalah sekumpulan orang

yang mempakan kesatuan, baik

mempekerjakan TKA

imbalan dalam bentuk

dan/atau modal

yang melakukan
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usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perserean lainnya, ba-dan usaha milik negara (BUMN),

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apa FUn, Iirma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

qrgani$asi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau

penyetoran Retribusi yang telah dilalmkan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran

yang dihrnjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang

terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan

Retribusi yang menenhrkan jumlah kelebihan

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi

lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau

seharusnya tidak temtang.

Surat Tagihan Retribusi DaerahT yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melalmkan

tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif

benrpa bunga dan/atau denda.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksadn

unhrk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau unhrk

12.

13.

L4.



tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Paqa! ?

Dengan Peraturan Daerah ini dipungut Retribusi

Perpaqiangan IMTA'

Pasal 3

(1) Kepala Dinas yang membidangi Tenaga Kerja

Kabupaten Natuna hanrs melaln:kan validasi terhadap

tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Pemberi

Kerja Tenaga Kerja Asing.

(21 Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian

Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TI(A yang

mempunyai lokasi keda di Daerah.

(3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaima4a

dimaksud pada ayat (1) tidak Termasuk instansi

Pemerintah, perwakilan negara asing; badan-badan

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,

dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi

Kerja TKA.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi

Perizinan Tertentu.
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BAB TV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah TI(A

dan jangka wakttr Perpanjangan IMTA.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DAI,,AM PENETAPAN TARIF

RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi

Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk

menutup selunrh biaya penyelenggaraan Perpanjangan

IMTA.

(21 Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penerbitan dokumen izin;

b. pengarraqan di lapangan;

c. penegakan hukum;

d, penatauaahaan;

e. biaya dampak negatif yang ditimbulkan atas

Perpanjangan IMTA;dan

f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan

tEnaga kerja lokal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF RETRIBUSI

PaEal E

(1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA

scbasalmana dimaksud dalam Pasa! 6 ditstapkan

berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
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(21 DKP-TIG ditetapkan sebesar US $1OO (seratus) dollar

Amerika perjabatan/bulan untuk setiap TKA yang

dibayarkan dimuka,
(3) DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hams

dikonversi ke rupiah sesuai dengan kctcntuan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF REIRIBUSI

Pasal 9

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditinjau kembali

palins lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Peraturan

Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP

yang berlakur pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

ketenagakerjaan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 1O

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di wilayah

Kabupaten Natrrna.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal l1
(1) Masa Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan

berdasarkan jangka waktu izin perpanjangan yang

diberikan.
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BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN

TATA CARA PEMBAYARAN

BaePas KEPetL-r

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

{21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA diatur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA melah-li

bank pemerintah yang dihrnjuk oleh Bupati yang

selanjutnya disetorkan ke kas Daerah.

(21 Penerimaan Retribusi Daerah harUq disetqr ke kas

Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagan Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi han.s dilakukan secara

hrnai/lunas sekaligus sesuai dengan masa

Perpanjangan IMTA.

t2l Dalam hal TKA bekerja tidak sampai dengan masa

Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib

Retribusi
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan

pembayaran, tempat pembayar€rn, pengembalian,

angsuran, dan Benundaan pembayaran Retribusi

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda buk-ti pembayaran

yang sah.

Setiap pembayaran dicatat di dalam buku penerimaan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi

dapat meng4iukan permohonan pengembalian kepada

Bupati.

(21 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (U harrs
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (21telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan

suahr keputusan, permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan

dan SKRDLB diterbitlan dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan.

{+l Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi,

kelebihan pembayaran Retribusi lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan

untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi

tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribtisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
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kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan

sejak diterbitkan SKRDLB.

Jika pEngenobalian kclebrhan Ber-n-bayaran Retnbusi

dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan

bunga 2o/o (dua persen) setiap bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan Retnbusi,

Ketenhran lebih lanjut mengenai tata cara

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur lebih

lanjut dengan Perattrran Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan,

dan pembebasan Retribusi

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan

Weiib Retribusi.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek

Retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diahrr dengan

Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMANFAATAN

Pasal 18

(1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA

diutamakan unhrk mendanai kegiatan pengembangan

(71

(1)

(2t

(3)

(4)
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keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang ada di

Daerah.

l\21 Ketenhlan mengenat alokasi pemanfaatan

penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana

dimaksud Bada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah,

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkarr

pengundangan Peratrrran Daerah ini dengan penempatan

dalam Lembaran Daerah l(abupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranat

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 4 A,prr, 2Or?

SEKREIARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OI9 NOMOR I

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : [,t0 / 2otg
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR I TAHUN 2OI9

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN

TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 15O Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi daerah dapat

ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-

Undang. Penambahan jenis Retribusi Daerah tersebut sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OL2 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi

Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.

Retribusi Perpanjangan IMTA mempakan pembayaran atas pemberian

perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi

Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang

bertanggungiawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban

bagl masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya

merrrpakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi

Retribusi Daerah.

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat

penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang

berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

Pemanf,aatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan

unttrk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga

kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belarrja Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas. \

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

. Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jabatan tertenhr di lembaga pendidikan

berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerj aan, yaitu :

1. tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga

pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing; dan

2. tenaga kerja asing sebagai dosen dan atau peneliti di perguruan tinggi

yang dipekerjalran sebagai benhrk kerjasama dengan perguruan tinggi

di luar negeri.

I

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal E

Ayat (1)

e\*uB jelas,

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukrp jelas.

Ayat (2)

Penghihrngan bulan didasarkan pada rencana penggunaan tenaga

kerja asing,

Ayat (3)

Kurs adalatr nilai hrkar rupiatr terhadap dollar yang dikeluarkan

oleh instansi yang berwenang.

Cukup jelas.



Pasat 14

Ayat (1)

Culmp jelas,

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

' Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan Mr. X (TKA),

melalrukan Bernbayaran perpaqiangan IM,TA untuk jangka waktu

12 (duabelas) bulan. Namun, dalam pelaksan€rannya Mr. X hanya

bekerja selama 8 (delapan) bulan, sehingga terdapat kelebihan

pembayaran selama 4 (empat) bulan. Atas kelebihan pembayaran

dimaksud, Pemerintah Daerah berkewqiiban untuk

mengembalikan kepada Badan selaktr Wqiib Retribusi yang

mempekerjakan TI(A tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (a)

Peraturan 'Bupati mengenai tata cara pemberian pengurangan,

keringanan, dan pembebasan Retribusi selnrrang.linrrangnya

mengatur tata cara penyampaian permohonan dan jangka waktu

pemberian kepuhrsan atas permohonan pengurangan,keringanan,

dan pembebasan Retribusi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal'19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH IGBUPATEN NATUNA TAHUN 2OL9 NOMOR I

I


